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ABSTRAK
Badan hukum adalah subjek hukum yang diberikan hak dan kewajiban

layaknya manusia. Perkembangan teoritis dalam ranah hukum perdata dan hukum
perusahaan di Indonesia kemudian melegitimasi keberadaan beberapa entitas yang
dianggap sebagai badan hukum, yakni Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan
Yayasan. Badan hukum PT yang dikenal sejak berlakunya KUHD hingga
diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT
diperuntukkan bagi persekutuan modal yang melibatkan dua orang atau lebih
dengan diikat dalam sebuah perjanjian. Hal ini secara terang menempatkan PT
sebagai bagian dari hukum perikatan. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun
2020 saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
memperkenalkan model baru dari PT, yakni Perseroan Perorangan yang
diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil
(UMK). Perseroan Perorangan ini didirikan dan dimiliki sahamnya oleh satu orang
saja. Hal ini kontradiktif dengan prinsip badan hukum yang menyaratkan badan
hukum itu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang demi mencapai tujuan
kolektif; dan bertentangan dengan doktrin perikatan yang berlaku dalam ranah
pendirian PT. Selain itu, eksistensi dari Perseroan Perorangan ini sudah pasti
membawa konsekuensi terhadap doktrin separate entity yang menghendaki adanya
pemisahan harta kekayaan dan doktrin limited iability yang menghendaki adanya
pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham Perseroan. Permasalahan yang
hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai status badan hukum Perseroan
Perorangan ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia dan konsekuensi yuridis
dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin separate entity di dalam PT.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan; dan bahan hukum sekunder berupa buku,
artikel, dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa
status badan hukum Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil sebagai
badan hukum yakni adanya pengesahan oleh negara. Namun, secara substansial
Perseroan Perorangan tidak secara otomatis memenuhi empat syarat badan hukum
lainnya, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya
kepentingan sendiri, serta adanya struktur organ, sehingga secara materiil
Perseroan Perorangan tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum.
Kemudian, konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap
doktrin separate entity di dalam PT adalah terbukanya ruang yang sangat luas
untuk menyalahgunakan separate entity bagi pemilik tunggal Perseroan, karena
kepribadian pendiri tidak dapat dilepaskan dari kepribadian badan hukum. Hal ini
linear dengan makin dominannya peran dari doktrin piercing the corporate veil,
dan mereduksi peran doktrin separate entity itu sendiri.
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